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PERATURAN WALIKCTA TEBING TINGG]
NOMOPR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOQTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapaian dan Belanja Dacrah ['ahun Anggaran 2009,
perlu ditetapkan Perturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota — kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran ZommS Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tertang Perbendaharaan Necaia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nezara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4
Nomor 104, Tambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeiah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinghat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);

| Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2091 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4540);

Perataran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaian Negara Republik Inconesia Tahun
2005 Nomor 48, Tamibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
§ I
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republix Indonesia ['ahun 2005 Nomor 49.
Tambahan LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor !37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

:n Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor

“l

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Sistem Informasi Keu
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

) 'Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanlLembaranNegaraRepub|ikIndonesiaNomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone<ia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

S
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Menetapkan

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam meoﬁ Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah:
29, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacerah Tahun Anggaran 2009;

30. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran
2009:

t
31.  Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tebing Tinggi No. 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Tebing Tinogi Priode 2004 — 2009.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KCTA TEBING TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2009.

Pasal 1
earan Pendapatan dan Belanja Dacrah rahun Anggaran 2008 terdiri atas :
Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 15.116.479.000,-
b. Dana Perimbangan Rp. 273.601.769.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 60.601.739.000.-
Jumlah Pendapatan Rp. 349.319.987.000,-

Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 174.541.566.168,-

2) Belanja Bunga Rp. 0,-

3) Belanja Subsidi Rp. 1.750.000.000,-

4) Belanja Hibah Rp.  1.500.000.000,-

5) Belanja Bantuan Sosial Rp.  2.950.000.000,-



6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,-
8) Belnja Tidak Terduga Rp. 100.000.000,-

Rp. 180.841.566.168,-

b. Belanja Langsung -

1) Belanja Pegawai Rp. 18.993.826.500,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rn. 59.749.855 600,-
3) Belanja Modal Rp. 102.970.171.500.-
Rp. 181.704.257.500.-
Jumiah Belanja Rp. 362.546.419.768 -
Surplus / (Defisit) ( Rp. 13.226.432.768,-)
3 Pembiayaarn :
a. Penerimaan Rp. 14.980.099.792,-
b. Pengeluaran Rp. 1.750.000.000.-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 13.230.099.792.-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 3.667.024.-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam [.ampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD mocmmmmémsm dimaksud dalain pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

>asal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal Z dan pasal 3 inerupakan bagian yang tidak terpisahkain dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal 5

.

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mei.zetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Licapkan di Teoing

pada tanggal 26 Januari 2009

WALIKCGTA TEBING TINGGI
ttd

ABDUL HAXIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
nada tanggal 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
ttd
IRHAM 1AUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEFBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 2
!
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